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PUTUSAN
Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:
PENGGUGAT, NIK 3172034302760011, tempat dan tanggal lahir, Semarang,
03 Februari 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXXXX  XXXXX  XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN
SEMARANG;
Penggugat;
Lawan
TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 20 Oktober 1973, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan XxxxxXxxxxxx, bertempat tinggal di
KOTA JAKARTA UTARA, PROVINSI DKI JAKARTA,;
Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Oktober 2024
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor
1628/Pdt.G/2024/PA.Amb, tanggal 09 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Pada tanggal 07 Januari 2000, Penggugat dengan Tergugat
telah melangsungkan pernikahan di rumah Orang tua Penggugat di
Jalan Plumpang B RT 013 RW 004 XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX
Kecamatan Koja, XxxXX XXXXXXX XxxxX, yang di laksanakan menurut
hukum dan syariat Islam, di nikahkan oleh bapak K.H. Rahmat MH.
dengan wali nikah ayah kandung Penggugat Bapak Harjo Junari alias
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Agus dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh
ribu rupiah) dan disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Bpk. Sugito
dan Bpk. junet.
2. Bahwa pada saat perkawinan, Tergugat berstatus Duda Dalam Usia
27 Tahun dan Penggugat berstatus sebagai Janda dalam Usia 24 Tahun,
dan perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama
Setempat;
3. Tergugat dan Penggugat tidak ada hubungan darah dan tidak
sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk
melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam
maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Penggugat dan Tergugat tidak menerima Kutipan Akta Nikah dari
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung
Priok dan setelah Penggugat mengurusnya, ternyata pernikahan
Penggugat tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tanjung Priok xxxx XxXXXXX XxxXX, berdasarkan Surat
Keterangan dari KUA Kecamatan Tanjung Priok Nomor: B.
554/KUA.09.4.2/PW.01/10/2024, tertanggal 02 Oktober 2024.
5. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di kediaman bersama di XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XX XXXXX XXX,RT
008 RW 011, XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXX
XXXXX, XXXXXXXX XXX XXXXXXX, selama 24 tahun 8 bulan. Dan selama
pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan dikaruniai tiga
orang anak bernama :

a. Muhamad Nurdiansah bin Mujiono, Tempat/tanggal Lahir,

Jakarta, 06 Februari 2001, Pendidikan S1, usia 23 tahun;

b. Muhamad Rifki Al Farezi bin Mujiono, Tempat/tanggal
Lahir, Jakarta, 20 Desember 2006, Pendidikan SLTA, usia 18
tahun;

C. Alfira Damayanti binti Mujiono, Tempat/tanggal Lahir,

Jakarta, 28 Juni 2011, Pendidikan SD, usia 13 tahun;
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6. Bahwa sejak Desember 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah
tangga hingga menyebabkan luka dibagian kepala Penggugat

b. Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain

C. Tergugat sering bersikap dan berkata kasar kepada
Penggugat dan anaknya

7. Bahwa puncaknya pada bulan September 2024 terjadi pertengkaran

masalah yang sama, Penggugat pergi dari kediaman bersama dan

pulang kerumah orangtuanya. Karena tidak terima dengan perlakuan

Tergugat hingga sekarang keduanya telah terpisah rumah selama 1

Bulan, dan selama itu keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu

sama lain;

8. Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak memberi nafkah

baik lahir maupun batin kepada Penggugat. Karena perbuatan Tergugat

tersebut, Penggugat sangat menderita, dan tersiksa lahir maupun batin;

9. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga yang terjadi antara

Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah

mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil dan keduanya

sepakat untuk berpisah;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi

Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini Penggugat bermaksud

mengakhiri rumah tangganya secara hukum sehingga cukup alasan bagi

Penggugat untuk mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan

Agama Ambarawa;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Ambarawa segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat (TERGUGAT) dengan
Penggugat (PENGGUGAT) yang dilaksanakan Pada tanggal 07 Januari
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2000, di XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX Kecamatan Koja, XXXX XXXXXXX
XXXXX,;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDAIR :
- Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di Persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di Persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil atau Kuasanya meskipun ~menurut relaas nomor
1628/Pdt.G/2024/PA.Amb tanggal 10 Oktober 2024 dan 05 November 2024
yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-daliinya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal atas

nama Nurwatiningsin Nomor 470/7/1X/2024 Tanggal 24 September

2024 yang dikeluarkan oleh Kantor XXxx XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,
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dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurwatiningsih
Nomor 11828/D.Um./1991 Tanggal 14 Agustus 1991, yang dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Catatan Sipil XXXXXXXXX XXXXXXXX, bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0215/275/1/2000
Tanggal 07 Januari 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, bukti
surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda
P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor
B.554/KUA.09.4.2/PW.01/10/2024 Tanggal 02 Oktober 2024, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, xxxx
XXXXXXX XXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah
dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. Saksi 1 SAKSI 1, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan xxXxxx XXXXXX XxxXX, bertempat tinggal di KOTA JAKARTA
UTARA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki

hubungan dengan Penggugat sebagai ayah Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat
menikah pada tanggal 07 Januari 2000 di wilayah Kantor Urusan
Agama Tanjung Priok XXXx XXXXXXX XXXXX;

- Bahwa saksi bertindak sebagai wali dari Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui yang memandu ijab dan qobulnya
adalah K.H. Rahmat MH, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain
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bernama Sugito dan Junet dengan Mas kawinnya uang tunai
sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus
janda, dan Tergugat berstatus duda

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat
tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan
pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat
pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan
Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan
Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
Muhamad Nurdiansah, Muhamad Rifki Al Farezi dan Alfira
Damayanti;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan
tetapi kurang lebih sejak Desember 2011 sudah tidak rukun lagi
sering terjadi pertengkaran disertai tindak kekerasan fisik

- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat
bertengkar selain itu Tergugat juga melakukan tindak kekerasan
fisik pada Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak
harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan
karena tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan anak-anak
tirinya,;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat
sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September sampai
dengan sekarang sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga
lebih baik bercerai;

2. Saksi 2 SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG,
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai adik seibu Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri yang sabh;

- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah kediaman bersama;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama: Muhamad
Nurdiansah, Muhamad Rifki Al Farezi bin Mujiono dan Alfira
Damayanti binti Mujiono;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak sekitar 8 tahun yang lalu disertai tindak
kekerasan fisik yang mengakibatkan antara Penggugat dan
Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2024
yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara
Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat
bertengkar yang disertai tindak kekerasan fisik oleh Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat disebabkan karena tidak bisa menjalin
hubungan yang baik dengan anak-anak bawaan Penggugat;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat
dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada
harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya

lebih baik bercerai;
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3. Saksi 3 SAKSI 3, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMU,
pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Plumpang B RT.004
RW.004, XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX, XXXX XXXXXXX
xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki

hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat
menikah pada tanggal 07 Januari 2000 di wilayah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Tanjung Priok;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan
Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan
Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung
Penggugat bernama Harjo Junari alias Agus, dihadiri oleh saksi-
saksi antara lain bernama Sugito dan Junet dengan Mas kawinnya
uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) dibayar tunai serta
ada ijab dan qobul yang dipandu K.H. Rahmat MH.;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus
janda, dan Tergugat berstatus duda;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat
tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan
pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat
pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan
Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan
Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
Muhamad Nurdiansah, Muhamad Rifki Al Farezi bin Mujiono dan
Alfira Damayanti binti Mujiono.;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan
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tetapi kurang lebih sejak sekitar akhir tahun 2011 sudah tidak rukun
lagi sering terjadi pertengkaran disertai tindak kekerasan fisik
berupa pemukulan;

- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat
berselisih dan bertengkar;

- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat disebabkan karena tidak bisa menjalin
hubungan yang baik dengan anak-anak Penggugat dari pernikahan
sebelumnya;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan
dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak
berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan
Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah
tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah
tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
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Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum
Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal
mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah
tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu
perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai
Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini
termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah
mengajukan permohonan lItsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-
dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam
pada tanggal 07 Januari 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tanjung Priok, XXXX XXXXXXX XXXXX, namun perkawinannya tersebut tidak
tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana
Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat
nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang
perceraian tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti
permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara
Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk
mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat
dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 sampai
dengan P.4 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, telah bermeterai
cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan

ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan
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materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
(volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa
Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama
Ambarawa berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara
ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat
nikah di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi,
yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan
bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi,
serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan
secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan
permohonan itsbat nikah Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar
sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus
dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah
memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga
para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama
lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil
permohonan Itsbat Nikah Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi
tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR
sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian
bebas (vrij bewijs kracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut

dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :
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1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 07
Januari 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok,
XXXX XXXXXXX XXXXX;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Harjo Junari alias
Agus sebagai ayah kandung Penggugat;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh
Sugito dan Junet, dengan mahar pernikahan Penggugat berupa uang
sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab
dan gobul yang dipandu K.H. Rahmat M.H.;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah,
baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;

5. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak
tercatat sehingga tidak memiliki Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim
berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi
syarat-syarat menurut agama Islam dan tidak ada halangan untuk
melangsungkan perkawinan (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum
Islam), dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan
sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
tentang gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri
itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa 3 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan
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sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 3 saksi Penggugat mengenai hubungan
Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 3 saksi Penggugat bersesuaian dan
cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi
tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta
kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Desember 2011 antara Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disertai tindak kekerasan fisik
yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa menjalin hubungan yang baik
dengan anak-anak tiri Tergugat;

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara
Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September
2024 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah
berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-
masing sebagaimana layaknya suami istri;

3. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak
keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati
Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga
untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,
karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas
dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-
benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk
dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga
yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan
sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 290 yang
diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

dxe t\'a...«) PARPR ?_})\ i) Cenl 13) gl 2l e s eyl
T 3,2

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku
selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya
sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan
suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah

satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara ini Majelis Hakim perlu
memperhatikan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan

Hasil Rapat Pleno Kamar pada Rumusan Kamar Agama angka 1 yang

menjelaskan: “Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf

b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan

alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika

terbukti suami/istri berselisin dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah
tern pat tinggal selama minimal 6 ( enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai

berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat
6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat
melakukan KDRT.” Maka dengan melihat fakta antara Penggugat dan Tergugat
dalam perkara a quo yang sering bertengkar dan disertai tindak kekerasan
secara fisik berupa pemukulan, kiranya ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun
2023 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan
Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta
memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu
patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang
dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum
dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup
bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi
dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2, Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah  perkawinan antara  Penggugat
(PENGGUGAT) dengan Tergugat (Mujiono bin M. Yusa) yang
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dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2000 di wilayah Kantor Urusan

Agama Tanjung Priok, XXXX XXXXXXX XXXXX;

4, Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Mujiono bin
M. Yusa) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya

perkara ini sejumlah Rp 938.000,00 (sembilan ratus tiga puluh

delapan ribu rupiah);
Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin
tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil
Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Hakim
Ketua, Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.l. dan Reza Kresna Adipraya, S.H.
sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut
dan Tyas Santika Ningrum, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
Hakim Ketua

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim Anggota Hakim Anggota
Ardhian Wahyu Firmansyabh, Reza Kresna Adipraya, S.H.
S.H.L

Panitera Pengganti

Tyas Santika Ningrum, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :
Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 75.000,00
- Panggilan :Rp 783.000,00
- PNBP 'Rp 30.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 938.000,00
(sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17



